Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1078/Pdt.G/2021/PA.Btm

'/@m%i/ — : *

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Batam, 07 Maret 2001, umur 20 tahun,
jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK
0501064708010001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini memberi Kuasa
Khusus kepada “SALMAH, SH, Kantor Hukum “SALMAH, SH &
PARTNERS”, beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio Raya,
Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung — Xxxx
XXXxX, sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pacitan, 26 April 1998, umur 23 tahun, jenis
kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, ,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 16 Juni 2021
dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2019 Yang dicatat
oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari
Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor
0094/006/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
ALLAH Swi;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yaitu: Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto,
tempat tanggal lahir di Pacitan 4 Oktober 2019, umur 1 tahun

4. Bahwa sejak awal menikah Pengugat dan Tergugat sudah sering terjadi
pertengkaran permasalahnya sepele hingga menjadi besar Tergugat
mengajak tinggal di rumah orang tuanya namun Penggugat menolak
karena saat itu anak yang baru lahir sering sakit-sakitan di rumah orang
tua Tergugat jauh dari rumah sakit sementara kalau di tempat keluarga
Penggugat dekat. Tergugat tidak menerima hingga terjadilah pertengkaran;

5. Bahwa pada tahun 2019 sejak awal menikah Tergugat tidak memberi
nafkah dan jika bekerja Tergugat lebih mengutamakan orang tuanya.
Penggugat hanya diberi uang belanja sebesar Rp.500.000 rupiah selama
satu bulan dan jika Penggugat meminta lebih Tergugat marah dengan
berdalih uang nya sudah habis;

6. Bahwa pada bulan Januari 2020 Pengugat mengajak Tergugat untuk
pindah ke Batam ke rumah orang tua Penggugat karena di kampung juga
Tergugat tidak bekerja namun Tergugat tidak setuju dengan alasan nanti
saja akhirnya terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pamit ke Batam karena saat
itu orang tua Penggugat sedang sakit akhirnya Tergugat memberi izin.
Beberapa bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat dan tinggal di
rumah orang tua Penggugat;
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8. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2020
Penggugat menyuruh Tergugat untuk melamar pekerjaan namun Tergugat
tidak terima akhirnya terjadilah keributan. Dan keesokan harinya Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

9. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini. Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk membinah rumah tangga dengan Tergugat
dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk
satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di
maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus
karena percerian;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat untuk
mengajukan Gugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan telah memenuhui unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Komplikasi
Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan
cerai ini di kabulkan;

13. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka
dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai
berikut:
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Batam cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap
Penggugat PENGGUGAT,

3. Menetapkan  Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah

(pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

3.1 Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat tanggal
lahir di Pacitan 4 Oktober 2019, umur 1 tahun;

Berada di bawah Pengasuhan dan pengawasan Penggugat.
4. Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 021/RT.02-
RW.014/SKT/V1/2021, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh
XXXXXXXXX XXXKKK, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Pemerintah xxxx xxxxx, pada
tanggal 06 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/006/V/2019, tanggal 20
Mei 2019, atas nama Adi Tia Tristanto bin Sutrisno dengan Juwita Amanah
Tussaleha binti Ediyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LU-18112019-0011
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pacitan, tangggal 18 November 2019 atas nama Aldo Ghifari
Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat tanggal lahir di Pacitan 4 Oktober
2019, umur 1 tahun, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah

tangga di XXXX XXXXX;
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- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari satu tahun yang lalu
rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah untuk
Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi
anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang dapat dipercaya, tidak boros dan
tidak mempunyai penyakit tertentu yang membahayakan kondisi anak ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi baik, sehat
dan terawat ;

- Bahwa Tergugat pernah 2 ( dua) kali memberikan uang sebesar
Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun
2020 yang lalu ;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah
mendamaikan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena

Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, Marina binti Rajak, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxx XxXXXX XxXxxX, bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXXXHXXXK XXXKXXK, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX XxxXxx di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah
tangga di XXXX XXXXX;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari satu tahun yang lalu
rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah untuk
Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi
anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang dapat dipercaya, tidak boros dan
tidak mempunyai penyakit tertentu yang membahayakan kondisi anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun
yang lalu ;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan
damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak
mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang
pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada
segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat lebih mengutamakan orang
tuanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas
gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa
hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
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sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap
mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap
mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya
dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti
kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat
sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena
perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan
hukum perseorangan ( personal recht ) dimana suatu pengakuan baru
dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani
wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh
karenannya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif,
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 20 Mei 2019, yang telah tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Arjosari Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur, hal mana
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 20 Mei 2019, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Arjosari Kota Pacitan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut dinyatakan terbukti
bahwa Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat tanggal lahir
di Pacitan 4 Oktober 2019, umur 1 tahun, anak Penggugat dan Tergugat dalam
kategori belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ...
dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka
sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 20 Mei 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Arjosari, Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxx
XXXXX;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah
ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan
Tergugat lebih mementingkan keluarganya;
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--Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih 1 ( satu) tahun lima bulan ;

————— Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi
anak tersebut;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi baik, sehat dan
terawat ;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit
untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 ( satu) tahun lima bulan, hal ini adalah
indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

aalla (o lall ade glla lgng sl ang jll @) poe ain I 1ils
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri
kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan
suami-isteri itu dengan talak satu”;
2. Kitab Figh Al-Sunnah juz Il halaman 290 sebagai berikut :
Yoo sls¥l 05 ,zoill el o1, azg il iy (ol sa) balgss cus 3L
ailb alls Logins DYl o8 ol jzs 5 Lagliol oo 8 iaall plg azo Bl
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Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan
oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan
pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan
Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak
untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh
memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat
Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang
hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama
Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat tanggal lahir di Pacitan 4
Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya
perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (innerlijke samenhang) dan hukum
acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu,
pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara
kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan
hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatanannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 serta telah menghadirkan
2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P. 3 telah terbukti dari pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama
Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat tanggal lahir di Pacitan 4
Oktober 2019, dalam kategori anak belum mumayiz;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara
formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam
perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang
bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan
keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling
berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan
Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi
syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo
telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil
dan alasan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di
persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain
berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban
sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan
amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya
patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada
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halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan
anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah
anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali
bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan pertama oleh
Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh Ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang
ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
rahimahullah dalam kitab Majmu’ al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil
alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak
dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak.
Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui
kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan
mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu
lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang
mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan
syari’at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits
Rasulullah SAW, sebagai berikut Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam
Kitab Fighussunnabh, jilid Il, halaman 339:
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Artinya;
Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah,
anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari
pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW
menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin
dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak
Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu
kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat
dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang
terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat
tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam
memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut,
namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut
untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan
seorang orang anak bernama Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia Tristanto, tempat
tanggal lahir di Pacitan 4 Oktober 2019, tetap berada pada Penggugat sudah
sepatutnya dikabulkan;
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Menimbang bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di
bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah
kandung untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai
pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepada Penggugat diberi
kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak
hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya
tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan
akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak
pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT );

4.Menetapkan anak yang bernama Aldo Ghifari Aditama Bin Adi Tia

Tristanto, tempat tanggal lahir Pacitan 4 Oktober 2019, umur 1 tahun, berada
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di bawah hadhonah Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan kewajiban memberi

akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 497.500,00 ( empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Batam pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag. M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. Hj. Siti Khadijah Drs. M. Taufik, M.H
Hakim Anggota

Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.
Perincian biaya :

- Pendaftaran . Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
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- Penggandaan Berkas: Rp 17.500,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000.00
Jumlah : Rp497.500,00
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